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Abstrak 
Bentuk bisnis “Business Opportunity Ventures” yang telah berkembang di Indonesia memiliki pengertian 
yang disamakan dengan bentuk bisnis Waralaba, namun kedua bentuk bisnis ini pada dasarnya berbeda. 
BO diatur dalam Business Opportunity Sales Law of 1995 oleh Federal Trade Commission United States. 
Bentuk bisnis yang berbeda tentulah membutuhkan pengaturan yang berbeda pula. Hal ini didorong 
dengan alasan bahwa bentuk bisnis yang belum diatur dalam sebuah perundang-undangan tersebut 
rawan akan penipuan dan ketidakadilan dalam proses transaksinya. Berdasarkan pada peraturan yang 
dibuat oleh Federal Trade Commission, pelaksanaan BO terdapat penerapan Pre-Sale Disclosure untuk 
mencegah penipuan dan ketidakadilan pada pembeli bentuk bisnis tersebut. Dalam Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penipuan dan ketidakadilan yang diterima oleh 
Pembeli BO dapat dilakukan upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
sebagaimana telah diatur dalam UUPK. 




The form of business "Business Opportunity Ventures" that has developed in Indonesia has the same 
meaning as the franchise business form, but the two business forms are basically different. BO is regulated 
in the Business Opportunity Sales Law of 1995 by the Federal Trade Commission of the United States. 
Different forms of business certainly require different arrangements. This is motivated by the reason that 
the business forms that have not been regulated in a law are prone to fraud and injustice in the 
transaction process. buyers of this form of business. In this study using a normative juridical method with 
the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Fraud and injustice received by 
BO Buyers can be done legally through the Consumer Dispute Settlement Agency as stipulated in the UUPK. 
Keywords: Consumen Protection, Business Opportunity Ventures, franchise, Waralaba, Pre-Sale 
Disclosure. 
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PENDAHULUAN  
Beberapa bentuk bisnis yang 
banyak digunakan di Indonesia adalah 
Waralaba dan BO. Tercatat 63% dari 698 
Waralaba dan BO telah berkembang. 
Dalam data Asosiasi Franchise Indonesia 
(AFI) sudah berdiri 98 BO di negeri ini 
dengan berbagai bidang usaha yang 
dijalankan  (Majalah Direktori Franchise 
& B.O. Indonesia). Pengertian BO dalam 
Illinois Act (815 ILCS 602) Business 
Opportunity Sales Law of 1995, sec 5-5.10, 
”Business Opportunity means a contract or 
agreement, between a seller and purchaser, 
express or implied, orally or in writing, 
wherein it is agreed that the seller or a 
person recommended by the seller shall 
provide to the purchaser any product, 
equipment, supplies or services enabling the 
purchaser to start a business when the 
purchaser is required to make a payment to 
the seller or a person recommended by the 
seller and the seller represents directly or 
indirectly, orally or in writing”. 
BO merupakan salah satu bentuk 
bisnis yang di dalamnya tentu terjadi 
transaksi bisnis. Untuk memastikan 
pelaksanaan bisnis tersebut berjalan 
sesuai dengan kesepakatan, para pihak 
menuangkannya dalam kontrak. Transaksi 
bisnis tersebut dituangkan dalam sebuah 
kontrak komersil atau kesepakatan yang 
dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk 
melakukan transaksi bisnis  (Naja, 2006). 
Sejak tahun 1995 Federal Trade 
Commission (FTC) telah melakukan 
penertiban beberapa usaha BO yang 
diduga telah melakukan tindak penipuan 
dan/atau pelanggaran terhadap franchise 
rule. Amerika Serikat telah menerapkan 
pendekatan Pre-Sale Disclosure setelah 
adanya banyak aduan mengenai perjanjian 
BO, namun konsep Pre-Sale Disclosure 
belum memenuhi kebutuhan hukum para 
pihak pelaku bisnis BO (Federal Register, 
Part IV Federal Trade Commission 16 CFR 
Part 437 Business Opportuniy Rule;Notice 
Proposed Rulemaking”. Federal Trade 
Commission). Selain itu di Indonesia, 
pengaturan tentang BO tidak diatur secara 
khusus. Konsumen yang merasa dirugikan 
dapat melakukan pengaduan sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tahun Perlindungan Konsumen. 
Bahwa merupakan peranan pemerintah 
untuk turut dalam pembangunan nasional 
bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata 
materil dan spiritual dalam era demokrasi 
ekonomi berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, guna 
mewujudkan masyarakat mendapatkan 
kepastian hukum dan  memahami dalam 
menjalankan bentuk bisnis tersebut. 
Penelitian Penerapan Pre-Sale Disclosure 
sebagai Perlindungan Hukum Pembeli 




Bentuk Bisnis “Business Opportunity 
Ventures” Ditinjau melalui Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, 
diharapkan dapat memberikan kepastian 
hukum kepada para pelaku usaha. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian hukum merupakan 
kegiatan know-how bukan sekedar know-
about, sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk memecahkan permasalahan hukum 
bukan hanya sekedar apa hukum dan apa 
permasalahan yang sedang kita bahas, 
melainkan melalui identifikasi masalah 
hukum, penalaran hukum, dan 
menganalisis masalah hukum maka akan 
ditemukan solusi penyelesaian masalah 
(Marzuki, 2005). Permasalahan hukum 
dalam karya tulis ini mengenai : 
1. Penerapan Pre-Sale Disclosure untuk 
mencegah penipuan dalam BO atau 
ketidakadilan dalam pelaksanaan 
kontraktual. 
2. Upaya Penyelesaian Hukum BO di 
Indonesia melalui Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Untuk memecahkan permasalahan 
hukum tersebut, Penulis menggunakan 
penelitian hukum secara yuridis normatif 
karena pada penulisan ini dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan 
peraturan perundang-perundangan baik 
nasional maupun internasional dan 
doktrin hukum lainnya. Pendekatan 
masalah yang dimaksud adalah 
pendekatan peraturan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, 
pendekatan perbandingan, dan 
Rechtsvergelijking atau comperative legal 
study atau pendekatan perbandingan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penerapan Pre-Sale Disclosure untuk 
Mencegah Penipuan dalam BO atau 
Ketidakadilan dalam Pelaksanaan 
Kontraktual 
Waralaba merupakan salah satu 
strategi marketing yang efisien, dalam 
bukunya Global Marketing Management, 
Warren J. Keegem mengungkapkan 
pengembangan usaha secara internasional 
dapat dilakukan dengan 5 (lima) macam cara 
yaitu ekspor, pemberian lisensi, Waralaba, 
joint ventures, dan total ownership melalui 
direct ownership atau akuisisi (Slamet, 2011). 
Waralaba merupakan suatu kontrak yang 
dibuat antara Pemberi Waralaba dengan 
Penerima Waralaba yang setidaknya 
memenuhi unsur-unsur adanya subjek 
hukum, adanya lisensi atas merek barang atau 
jasa untuk jangka waktu tertentu, dan 
pembayaran royalti (Slamet, 2011). 
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Waralaba memiliki tiga elemen utama 
yaitu merek, sistem bisnis, dan biaya. Karakter 
yuridis Waralaba memuat unsur dasar, 
keunikan produk, konsep bisnis total, Pembeli 
Waralaba memakai atau menjual produk, 
Pemberi Waralaba menerima fee dan royalti, 
adanya pelatihan manajemen dan keahlian 
khusus, pendaftaran merek dagang, paten, 
atau hak cipta, panduan pendanaan Penerima 
Waralaba dari Pemberi Waralaba atau 
lembaga keuangan, pembelian produk 
langsung dari Pemberi Waralaba, bantuan 
promosi dan periklanan oleh Pemberi 
Waralaba, pelayanan pemilihan lokasi oleh 
Pemberi Waralaba, daerah pemasaran yang 
eksklusif (zonasi), pengendalian dan standar 
mutu, terdapat unsur merek dan sistem bisnis 
tertentu (Sutedi, 2008). Kriteria Waralaba 
telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Waralaba yang mencantumkan ciri 
khas usaha; terbukti sudah memberikan 
keuntungan; memiliki standar atas pelayanan 
barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang 
dibuat secara tertulis; mudah diajarkan dan 
diaplikasikan; adanya dukungan yang 
berkesinambungan; dan hak kekayaan 
intelektual yang telah terdaftar. 
Keberlakuan Peraturan Perundang-
undangan tentang BO dan Waralaba berbeda, 
Waralaba berlaku di Negara bagian Arkansan, 
California, Connecticut, Delaware, Hawaii, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, 
New Jersey, North Dakota, Puerto Rico, Rhode 
Island, South Dakota, Virginia, Washington, 
Wisconsin, dan USVI, sedangkan keberlakuan 
Peraturan Perundang-undangan tentang BO 
berlaku di beberapa negara bagian seperti 
Alabama, Alaska, California, Connecticut, 
Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, 
Kentucky, Lousisiana, Maine, Maryland, 
Michigan, Minnesota, Nebraska, New 
Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, 
South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, 
Virginia, Washington, dan negara bagian 
lainnya yang mengakui dan menerapkan 
keberlakuan Peraturan FTC tentang BO 
(Kaufmann, 2009). 
Berdasarkan Illonis Act (815 ILCS 
602/) Business Opportunity Sales Law of 1995, 
sec. 5-5.10., BO adalah sebuah kontrak, antara 
penjual dan pembeli, tersirat maupun tersurat, 
lisan maupun tertulis, yang di dalamnya 
diperjanjikan bahwa penjual atau orang yang 
direkomendasikan oleh penjual harus 
memenuhi beberapa hal kepada pembeli 
beberapa produk, peralatan, bahan-bahan 
atau jasa yang memungkinkan pembeli untuk 
memulai sebuah bisnis ketika si pembeli telah 
layak untuk melakukan pembayaran terhadap 
penjual atau orang yang disarankan oleh 
penjual dan si penjual mewakili secara 
langsung meupun tidak langsung, lisan 
maupun tulisan, yang di dalamnya tercantum: 




(1) Penjual atau orang yang merekomendasi 
penjual dengan menyediakan atau 
membantu pembeli dengan menemukan 
lokasi beroperasi atas vending machine, 
racks, display cases or other similar devices, 
dengan pertimbangan tidak untuk 
dimiliki atau disewakan oleh pembeli atau 
Penjual; 
(2) Penjual atau orang yang merekomendasi 
penjual akan menyediakan atau 
membantu pembeli dalam menemukan 
outlets atau accounts untuk pembeli 
produk atau jasa; 
(3) Penjual atau seseorang yang secara 
khusus oleh penjual akan membayar 
beberapa atau sebagian produk yang 
dibuat, diproduksi, yang siap dikonsumsi, 
tumbuh, dibesarkan atau dimodifikasi 
oleh pembeli; 
(4) Penjual menjamin bahwa pembeli akan 
mendapatkan keuntungan dari bisnis 
tersebut lebih dari jumlah yang telah 
dibayarkan kepada penjual; 
(5) Penjual akan mengembalikan seluruh 
atau sebagian jumlah harga yang telah 
dibayarkan, atau membeli kembali 
beberapa produk, peralatan, atau bahan-
bahan yang telah disediakan oleh penjual 
atau orang yang direkomendasi oleh 
penjual, apabila pembeli tidak puas 
dengan bisnis tersebut; 
(6) Pembeli akan menyediakan strategi 
pemasaran, memastikan hukum ini tidak 
diterapkan pada penjualan strategi 
marketing yang dibuat dalam 
hubungannya dengan lisensi merek 
dagang terdaftar pada Federal Trade of 
Comission atau merek layanan federal. 
BO tidak meliputi : 
(1) Setiap penawaran atau penjualan dari 
bisnis yang sedang berjalan oleh penjual 
dan untuk dijual secara keseluruhan; 
(2) Setiap penawaran atau penjualan BO yang 
sedang berjalan dimana penjual akan 
menyediakan produk, peralatan, dan 
bahan-bahan atau jasa yang pada 
pokoknya sama dengan produk, 
peralatan, dan bahan-bahan atau jasa 
yang telah terjual kepada pembeli dalam 
jaringan dengan pembeli yang sedang 
berjalan bisnisnya; 
(3) Setiap penawaran atau penjualan BO yang 
termasuk waralaba sebagaimana 
didefinisikan oleh Franchise Disclosure Act 
of 1987; 
(4) Setiap penawaran atau penjualan BO yang 
terdaftar sesuai dengan Illinois Security 
Law of 1953; 
(5) Telah dihapuskan 
(6) Setiap penawaran atau penjualan BO oleh 
pelaksana, administrator, petugas 
keamanan, hakim, penerima, kuasa 
kepailitan atau kuasa lelang BO; 
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(7) Pembayaran tunai yang dilakukan oleh 
pembeli tidak lebih dari USD $500 dan 
pembayaran dilakukan untuk penjualan 
non-profit peralatan percobaan penjualan 
bahan atau contoh, atau pembayaran 
dilakukan untuk persediaan produk yang 
dijual kepada pembeli dengan harga 
grosir yang menguntungkan. 
Penawaran atau penjualan 
berdasarkan Illinois Act (815 ILCS 705/) 
franchise Disclosure Act of 1987, sec. 3, number 
12 dan berdasarkan Illinois Act (815 ILCS 5/) 
Illinois Securities Law of 1953, sec. 2.5a. 
memiliki pengertian serupa yang pada 
pokoknya adalah setiap upaya untuk 
menawarkan atau memilah, atau meminta 
penawaran untuk membeli, minat atau opsi 
untuk mendapatkan waralaba untuk 
mendapatkan penawaran yang sesuai. Uraian 
pengertian BO dengan waralaba memiliki 
beberapa persamaan seperti kegiatan usaha 
yang dilakukan berupa penjualan produk, jasa, 
dan sistem manajemen pengelolaan usaha. 
Penjual dari bisnis tersebut memberikan 
pendampingan sebelum kegiatan usaha 
dimulai, pelatihan dan pengawasan selama 
kegiatan usaha berlangsung, dan perencanaan 
strategi marketing yang diberikan oleh penjual 
kepada pembeli bisnis (Hasyyati, 2018). 
Berbeda dengan waralaba yang 
berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf e 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Waralaba yang menyatakan 
prospektus penawaran waralaba paling 
sedikit memuat mengenai laporan keuangan 2 
(dua) tahun berakhir, yang dapat diartikan 
bisnis warlaba setidaknya telah berdiri tidak 
kurang dari 2 (dua) tahun. Dibandingkan 
dengan aturan terkait BO dalam Illonis Act 
(815 ILCS 602/) Business Opportunity Sales 
Law of 1995, sec. 5-5.25., bisnis yang telah ada 
kurang dari 6 (enam) bulan pada saat 
penawaran, telah dioperasikan dari lokasi 
tertentu, telah terbuka bisnis untuk 
masyarakat umum dan secara substansial 
semua peralatan dan persediaan yang 
diperlukan untuk mengoperasikan bisnis. Hal 
ini diartikan BO dapat dilaksanakan 
setidaknya ketika bisnis tersebut telah 
berjalan tidak kurang dari 6 (enam) bulan. 
Waralaba lebih mahal dan melibatkan 
perikatan perjanjian yang lebih kompleks bila 
dibandingkan dengan BO yang lebih 
terjangkau dan mensyaratkan perikatan 
perjanjian yang lebih sederhana (Federal 
Register, 2008). Usia berdirinya usaha yang 
masih dini dan persyaratan perjanjian yang 
cenderung terlalu sederhana namun dengan 
iming-iming keuntungan yang besar dan 
perputaran uang yang cepat, membuat BO 
syarat akan penipuan. Sejak tahun 1995 FTC 
melakukan penertiban terhadap BO yang 
dilaporkan masyarakat telah mengakibatkan 
kerugian antara lain BO Project False Hopes 
(2006), Project Biz Opp Flop (2005), Project 
Busted Opportunity (2002), Project Telesweep 




(1995), Project Bizillions (1999), Operation 
Money Pit (1998), Project Vend Up Brok (1998), 
Project Trade Name Games (1997), dan 
Operation Missed Fortune (1996), selain itu 
untuk mencegah penipuan lainnya FTC juga 
melakukan penegakan pada penjualan 
vending machines, rack displays, public 
telephones, dan lainnya (Federal Register, 
2008).  Maraknya penipuan yang terjadi atas 
perkembangan bentuk bisnis BO di Amerika, 
FTC melakukan upaya dengan menerapkan 
Pre-Sale Disclosure.  
Sebelumnya Disclosure Law telah 
diterapkan untuk Franchise. Franchise 
disclosure document (FDD) adalah dokumen-
dokumen terkait bisnis Waralaba, untuk 
diserahkan kepada franchisee (pembeli 
waralaba) dalam rangka proses uji kelayakan, 
yang di dalamnya terdapat potensi menarik 
sehingga pembeli waralaba yakin dengan apa 
yang akan dibelinya (Kenton, 2019). Pre-sale 
Disclosure yang dimaksud terkait dengan 
spesifikasi barang atas informasi material, 
tujuan Pre-sale Disclosure untuk memastikan 
materi informasi penjual kepada calon 
pembeli, sehingga calon pembeli terhindar 
dari penipuan yang dilakukan oleh penjual 
(Federal Register, 2008). FTC melaui Notice of 
Proposed Rulemaking (NPR) merekap 
penipuan dan pelanggaran terhadap Franchise 
Rule yang dalam hal ini juga mengatur terkait 
BO, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
karena harga pembelian kurang dari USD 
$500. Pembayaran wajib terutama untuk 
inventaris tidak diperhitungkan dalam 
ambang harga USD $500, skema tidak 
menawarkan bantuan lokasi atau account, 
atau skema tersebut melibatkan penjualan 
produk ke penjual BO dan bukan kepada 
konsumen akhir (Franchise Rule at 19055). 
Pembayaran yang sangat murah menggiurkan 
para calon pembeli. Harga yang ditawarkan 
belum termasuk dengan harga peralatan atau 
kebutuhan lainnya untuk mendirikan bisnis 
BO, sehingga para calon pembeli merasa ditipu 
karena kurangnya keterbukaan informasi 
sejak awal. 
Terkait dokumen disclosure diatur 
dalam Section 5-35, Disclosure requirements 
Illonis Act (815 ILCS 602/) Business 
Opportunity Sales Law of 1995, dokumen 
disclosure setidaknya memuat informasi 
sebagai berikut: 
1. Nama dan alamat penjual BO atau setiap 
orang yang akan melakukan penawaran 
penjualan BO; 
2. Nama penjual, baik penjual yang 
melakukan bisnis sebagai individu, 
kemitraan atau korporasi, nama penjual 
telah melakukan, sedang melakukan atau 
bermaksud untuk melakukan bisnis, dan 
nama orang tua atau perusahaan 
terafiliasi yang akan melakukan transaksi 
bisnis dengan pembeli atau yang akan 
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bertanggung jawab atas pernyataan yang 
dibuat oleh penjual; 
3. Nama, alamat, dan jabatan, direktur, wali 
amanat, manajer umum, eksekutif utama, 
agen dan orang lain yang bertanggung 
jawab atas aktivitas bisnis penjual terkait 
dengan penjualan BO; 
4. Pengalaman bisnis sebelumnya dari 
penjual yang terkait untuk BO, antara lain: 
a. Nama, alamat, dan deskripsi BO yang 
sebelumnya ditawarkan oleh penjual; 
b. Lamanya waktu yang ditawarkan 
penjual setiap bisnis tersebut; 
c. Lama waktu penjual melakuan BO 
yang saat ini ditawarkan kepada 
pembeli. 
5. Sehubungan dengan orang yang 
diidentifikasi dalam ayat (3) Pasal ini 
yaitu : 
a. Deskripsi orang tersebut adalah orang 
dengan pengalaman berbisnis 
setidaknya periode 10 (sepuluh) tahun 
sebelum tanggal pengarsipan 
dokumen disclosure. Deskripsi 
pengalaman bisnis harus 
mencantumkan pekerjaan utama dan 
pengusaha; dan 
b. Daftar pendidikan dan latar belakang 
pekerjaan/keahlian orang tersebut, 
termasuk nama sekolah, gelar, dan 
informasi lainnya yang menunjukkan 
pengetahuan dan pengalaman yang 
cukup untuk melakukan layanan yang 
diusulkan. 
6. Penjual atau siapa saja yang diidentifikasi 
pada ayat (3) pasal ini tidak dalam: 
a. Hukuman karena kejahatan apapun, 
atau dimohon nolo contendere 
terhadap tuduhan kejahatan, atau 
telah menjadi subjek dari setiap proses 
pidana, perdata atau administrasi yang 
menuduh pelanggaran hukum BO, 
hukum sekuritas, hukum komoditas, 
hukum Waralaba, penipuan atau 
pelanggaran, penggelapan, konversi 
kecurangan, pelanggaran persaingan 
usaha, praktik perbuatan tidak adil 
atau menipu, penyalahgunaan properti 
atau tuduhan yang sebanding; 
b. Telah mengajukan kebangkrutan, telah 
diadili bangkrut, sedang diadili  karena 
bangkrut, atau adalah pemilik, pejabat, 
kepala atau mitra umum atau orang 
lain yang telah mengajukan atau telah 
divonis atau sedang diadili selama atau 
dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. 
7. Nama orang yang diidentifikasi dalam 
Pasal (6) section ini, sifat dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam tindakan atau 
persidangan, pengadilan atau forum lain, 
tanggal lembaga tindakan, referensi map 
untuk tindakan tersebut, status tindakan 
saat ini atau persidangan lainnya, syarat 
dan ketentuan atau perintah atau 
keputusan apapun, hukuman atau 




kerusakan dinilai dan ketentuan 
penyelesaian. 
8. Pembayaran awal diperlukan, atau saat 
tepat jumlahnya tidak dapat ditentukan, 
perkiraan terperinci dari jumlah 
pembayaran awal yang harus dilakukan 
kepada penjual. 
9. Penjelasan rinci tentang layanan nyata 
penjual setuju bertatap wajah dengan 
pembeli. 
10. Deskripsi rinci tentang pelatihan atau 
yang penjual sepakati menyediakan 
untuk pembeli. 
11. Penjelasan rinci tentang layanan penjual 
setuju untuk melakukan dengan 
penempatan peralatan, produk atau 
persediaan di lokasi, serta perjanjian 
apapun yang diperlukan untuk 
menemukan atau mengoperasikan 
peralatan, produk atau persediaan di 
tempat yang tidak dimiliki atau disewa 
oleh pembeli atau penjual. 
12. Penjelasan rinci tentang lisensi atau ijin 
yang akan diperlukan agar pembeli dapat 
terlibat atau mengoperasikan BO. 
13. Penjual BO telah mengasuransikan 
perjanjian berdasarkan section 5-50 dan 
dinyatakan dalam dokumen disclosure. 
14. Setiap representasi yang dibuat oleh 
penjual kepada pembeli mengenai 
penjualan atau pendapatan yang dapat 
dihasilkan dari BO, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: 
a. Basis atau asumsi untuk setiap aktual, 
rata-rata, penjualan yang 
diproyeksikan atau diperkirakan, laba, 
pendapatan. 
b. Jumlah total pembeli yang dalam 
periode 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
dokumen disclosure, membeli BO yang 
melibatkan produk, peralatan, 
persediaan atau layanan yang 
ditawarkan kepada pembeli; dan 
c. Jumlah total pembeli yang dalam 3 
(tiga) tahun sejak tanggal dokumen 
disclosure, membeli BO yang 
melibatkan produk, peralatan, 
persediaan atau layanan yang 
ditawarkan kepada pembeli yang 
sepengetahuan penjual, sebenarnya 
telah menerima pendapatan dalam 
jumlah atau kisaran yang ditentukan. 
15. Setiap penjualan yang memberikan 
jaminan kepada pembeli harus 
memberikan uraian rinci tentang unsur-
unsur jaminan. Uraian tersebut harus 
mencakup, tetapi tidak akan terbatas 
pada, durasi, ketentuan, ruang lingkup, 
kondisi dan batasan jaminan. 
16. Pernyataan: 
a. Jumlah total BO yang sama atau serupa 
dengan yang telah dijual atau 
diorganisir oleh penjual; 
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b. Nama dan alamat pembeli yang telah 
meminta pengembalian uang atau 
pembatalan dari penjual dalam 12 
(dua belas) bulan terakhir dan jumlah 
mereka yang telah menerima 
pengembalian uang atau pembatalan; 
dan 
c. Jumlah total penjual BO bermaksud 
untuk menjual di negara ini dalam 12 
(dua belas) bulan ke depan. 
17. Pernyataan yang menjelaskan tentang 
kontrak pembatasan, larangan, atau 
batasan pada perilaku pembeli. 
Lampirkan salinan semua BO dan kontrak 
lain yang diusulkan untuk digunakan atau 
telah digunakan di negara ini termasuk 
tidak terbatas semua perjanjian sewa, 
perjanjian opsi, dan perjanjian pembelian. 
18. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli 
mengenai pemutusan kontrak BO. 
19. Pernyataan yang secara akurat 
menjelaskan alasan dimana pembeli 
dapat melakukan tindakan hukum untuk 
mengakhiri kontrak BO. 
20. Salinan keuangan yang terakhir diaudit 
pernyataan penjual, disiapkan dalam 
waktu 13 (tiga belas) bulan sejak 
penawaran pertama di negara ini, 
bersama dengan pernyataan tentang 
segala perubahan material dalam kondisi 
keuangan penjual sejak tanggal tersebut. 
Sekretaris negara dapat menerima 
pengajuan laporan keuangan yang 
ditinjau sebagai pengganti laporan 
keuangan yang diaudit. 
21. Daftar negara dimana bisnis ini pernah 
atau berpeluang terdaftar. 
22. Daftar negara dimana disclosure ini ada. 
23. Daftar negara-negara yang menolak 
menangguhkan atau mencabut 
pendaftaran BO. 
24. Bagian berjudul “Faktor Risiko” yang 
mengandung serangkaian pernyataan 
ringkas singkat yang merangkum faktor-
faktor utama yang membuat peluang 
bisnis ini berisiko tinggi atau salah satu 
yang bersifat spekulatif. Setiap 
pernyataan harus menyertakan referensi 
silang ke halaman dimana informasi lebih 
lanjut mengenai faktor risiko dapat 
ditemukan dalam dokumen disclosure. 
25. Informasi tambahan yang disyaratkan 
oleh Sekretaris Negara atau peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
Penjual atau orang yang 
merekomendasikan penjual BO diwajibkan 
untuk mendaftarkan dokumen disclosure 
kepada Sekretaris Negara setidaknya 14 
(empat belas) hari sebelum pelaksanaan oleh 
pembeli dari kontrak atau apapun yang 
memberlakukan kewajiban hukum mengikat 
pada pembeli atau pembayaran oleh pembeli 
dari segala pertimbangan sehubungan dengan 
penawaran atau penjualan BO. Pelanggaran 
terhadap subsection (a) of section 5-35 
berdasarkan Illonis Act (815 ILCS 602/) 




Business Opportunity Sales Law of 1995, sec. 5-
5115. Criminal penalties, setiap orang yang 
memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum 
mengetahui dengan sengaja atau tidak sengaja 
tidak mendaftarkan dokumen disclosure 
kepada Sekretaris Negara dianggap telah 
melakukan kejahatan berat dihukum penjara 
tidak lebih dari 5 (lima) tahun kurungan. 
 
Upaya Penyelesaian Hukum BO di 
Indonesia melalui Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Perlindungan BO di Amerika Serikat 
dilakukan oleh Federal Trade Comission 
(FTC), FTC adalah sebuah agensi federal 
bipartisan dengan dua misi khusus yaitu 
melindungi konsumen dan mendorong 
persaingan usaha. FTC dalam melindungi 
konsumen menghentikan praktik-praktik 
yang tidak adil dan mengandung tipuan di 
pasar. FTC melakukan investigasi, 
menuntut perusahaan dan orang-orang 
yang melanggar hukum, mengembangkan 
aturan untuk memastikan pasar yang 
dinamis, dan mengedukasi konsumen dan 
bisnis tentang hak dan tanggung jawab 
konsumen. FTC mengumpulkan keluhan 
tentang permasalahan dari keamanan data 
dan iklan yang menipu hingga pencurian 
identitas dan pelanggaran Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Mendorong 
persaingan usaha oleh FTC yaitu mengenai 
harga, pemilihan dan layanan. FTC dengan 
menggunakan undang-undang anti 
monopoli membantu memastikan bahwa 
pasar tetap terbuka dan bebas, agar harga 
pasar tetap rendah namun kualitas serta 
pilihan barang dan jasa tetap berpedoman 
pada standar yang tinggi. FTC menentang 
merger anti persaingan dan praktik bisnis 
yang dapat membahayakan konsumen 
dengan menghasilkan harga lebih tinggi, 
kualitas lebih rendah, pilihan sedikit, atau 
berkurangnya tingkat inovasi. FTC 
memantau praktik bisnis, meninjau potensi 
merger, dan menentangnya saat yang tepat 
untuk memastikan bahwa pasar bekerja 
sesuai dengan preferensi konsumen, bukan 
praktik ilegal (Commission, n.d.). 
Indonesia dalam hal perlindungan 
konsumen warlaba diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya 
disebut UUPK). Adanya sengketa terkait 
perlindungan konsumen dapat diselesaikan 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Kosumen (yang selanjutnya disebut BPSK). 
Pada Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK 
diartikan sebagai badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa 
antara pelaku usaha dan konsumen, 
lembaga atau institusi ini memiliki andil 
dalam menunjang tujuan yang akan dicapai 
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dalam pembangunan. Dalam hal ini untuk 
meningkatkan harkat dan martabat serta 
kesadaran konsumen akan hak-haknya, 
yang secara tidak langsung juga 
mendorong pelaku usaha di dalam 
menyelenggarakan kegiatan usahanya 
dengan penuh rasa tanggung jawab (Rusli, 
2012). Kewenangan BPSK dalam 
menyelesaikan sengketa konsumen diatur 
dalam Pasal 60 UUPK, pada Pasal 60 ayat 
(1) dinyatakan bahwa BPSK berwenang 
menjatuhkan sanksi administratif terhadap 
pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 
(2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan 
Pasal 26. Lebih lanjut kewenangan BPSK 
telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(selanjutnya disebut Permendag 
06/M/DAG/PER/2/2017), pada Pasal 4 
ayat (1) huruf a BPSK disebutkan bahwa 
BPSK bertugas dan berwenang 
melaksanakan penangan dan penyelesaian 
Sengketa Konsumen melalui mediasi atau 
arbitrase atau konsiliasi. BPSK dalam 
menyelesaikan sengketa dapat 
menjatuhkan sanksi administratif kepada 
pelaku usaha sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l Permendag 
06/M/DAG/PER/2/2017, atas putusan 
sanksi tersebut menurut pasal 54 ayat (3) 
UUPK putusan BPSK bersifat final dan 
mengikat, yang berarti penyelesaian telah 
selesai dan berakhir dan hasil putusan 
harus dijalankan, agar putusan BPSK 
mempunyai kekuatan eksekusi, putusan 
tersebut harus dimintakan penetapan 
eksekusi (fiat eksekusi) pada pengadilan 
negeri setempat.  
Permasalahan yang salah satunya 
banyak terjadi pada BO adalah bahwa 
pelaku usaha tidak memberikan informasi 
harga yang jelas pada saat penawaran 
karena BO merupakan bisnis dengan nilai 
modal cukup terjangkau. Pembeli BO 
mudah tergiur dengan tawaran tersebut, 
sehingga pada saat bisnis tersebut berjalan 
ketika Penjual BO memberikan sejumlah 
tagihan kepada pembeli BO biaya-biaya 
tersebut jauh diluar dugaan para pembeli 
BO (Kanouse, 2007). Penjual BO yang tidak 
memberikan informasi terkait harga bisnis BO 
secara terbuka berdasarkan Pasal 10 huruf a 
UUPK pelaku usaha telah melanggar aturan 
yang telah diatur dalam UUPK dengan 
membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) 
UUPK, BPSK memiliki area kewenangan untuk 
memberikan sanksi administratif apabila 
adanya pelanggaran pada pasal 19, 20, 25, dan 
26 UUPK, hal ini tidak menutup kemungkinan 
BPSK dapat menyelesaikan sengketa terkait 
dengan pelanggaran Pasal 10 huruf a UUPK 




sepanjang tidak menjatuhkan putusan 
administratif pada sengketa tersebut. 
Pelanggaran yang dilakukan pelaku 
usaha pada Pasal 10 huruf a UUPK dapat 
dikenai sanksi Pidana berdasarkan pasal 62 
ayat (1) UUPK yang menyatakan pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 
(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). Sanksi pidana tersebut 
tentunya tidak dijatuhkan kepada pelaku 
usaha dengan putusan BPSK, melainkan 
melalui mekanisme pengadilan dalam hal 
ini Pengadilan Negeri dalam lingkungan 
peradilan umum. Atas hal tersebut BPSK 
memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 4 
ayat (1) huruf d Permendag 
06/M/DAG/PER/2/2017 yang menyatakan 
BPSK memiliki tugas dan wewenang 
melaporkan kepada penyidik umum 




Perlindungan hukum bagi Pembeli 
BO dari penipuan dan ketidakadilan dapat 
melalui penerapan Pre-sale Disclosure. 
Dokumen tersebut diberikan sebelum 
transaksi jual beli antara penjual atau 
orang yang merekomendasikan penjual BO 
dengan pembeli BO terjadi. Seluruh klausa 
atau informasi yang dibutuhkan oleh 
pembeli BO mengenai bisnis yang akan 
dijalankan dituangkan dalam Pre-sale 
Disclosure dokumen.  
Pelanggaran berupa penipuan 
terkait pemberian informasi harga atau 
biaya pada saat transaksi jual beli BO yang 
tidak transparan sejak awal sehingga 
menimbulkan biaya tidak terduga dan 
merugikan pihak pembeli BO, dapat 
dilakukan upaya hukum melalui BPSK dan 
BPSK dapat melaporkan kepada penyidik 
umum apabila terjadi pelanggaran 
sebagaimana telah diatur dalam UUPK. 
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